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PORKOK PERJANJIAN
untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan
Festival Integritas Kampus 2022
Nomor: FR]/02/DKM.00/982/09/2022
Nomor : 519/UNT.F7/KS/IX/ 2022

Kontrak Swakelola mi berikut semua lampirannya (sclanjutnya disebut “Kontrak™) dibuat dan ditandatangani di
Jakarta pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dus Puluh Dua (19/9/2022)
antara:

E;

(a}

(B)

@©
@

Aida Ratna Zulaiha, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pembuat Komitmen Direktorat Jejaring Pendidikan, vang berkedudukan di Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No 93 Tahun 2021, selanjutnya disebut “Pejabat
Penandatangan Kontrak” dan

Dr. Drs. Hardi Warsono,M.T., yang berkedudukan sebagai Dekan Fakultas lImu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Kepumsan Rekior Universitas Diponegoro Nomor:
22/SK/UNT/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangketen Dekan [Imu Sosial dan Imu Politik
Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang Indonesia, selanjuinya disebut “Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA:

Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barangfjasa

sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;

Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyataken kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan unfuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak vang diwakili;

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengnkui dan menyatakan behwa schubungan

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

) menandatengani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua
ketentuan dalsm Kontrak ini beserts semus falds dan kondisi yang terkait.

Meka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksans Swakelola dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I

2,

3.

total harga atau Nila Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp103.000.000,00 (Seratus tiga
juta rupiah);

penstilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memilik: arti dan makna yang sama seperti vang tarcantum
dalam lampiran Kontrak ini,

dokumen-dokumen berkut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
Adendum Kontrak (apabila ads);

Pokok Perjanjian;

Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);

Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);

KAK,

RAB:

Proposal: dan

dokumen lain yang terkait.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suam dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlakn adalah
ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada anglka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangzan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam
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Kontrak yang meliput khususnya:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untul:

1
2)

3)
4)

3)

mengawasi dan memeriksa pekerjaan vang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;

meminta laporan-laporan mengenai pelaksanazn pekenjsan yang dilakukan oleh Pelaksana
Swakelols;

menerima hasil pekerjaan sesuar dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana vang dibutuhkan oleh Pelaksana Swaleelola untuk
kelancaran pelaksanasn pekerjaan sesuail ketentuzn Kontrak; dan

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrek yang teleh dilelapkan
kepada Pelaksana Swakelola

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewsjiban umtuk:

1
2)

3)
4)

5)
6)

7

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
dalam Kontrak:

meminta fasilitas-fesilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

melaporkan peleksanaan pekerjaan secera periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanasn pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan
Pgjabat Penandatangan Kontrak,

menyerahkan hasil pekerjsan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak; dan

mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada masy arakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;

6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan 35KK,
7. Kontrak ini mula berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pgjabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangen Untuk dan atas nama Pelaksana Swekelola
Kontrak Universitas Diponegoro
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jejaring

Pendidikan

(XA

Alda Ratna Zulaiha

Direktur Jejaring Pendidikan Dekan Fakultas Ilmu Scstal dan Ilmu Poli



Syarat-Syarat Umum Kentrak (SSUK)

A. Ketentoan Umum

L.

Definisi

Istilah-istilah vang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1

12

13

1.5

16

L7

1.8

L2

1.10

111

Barang adalah setiap benda batk berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan aleh Pengguna Barang,

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau scbagian kegiaten vang
melipufi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Lzinnya adalsh jasa non-konsultansi atau jasa vang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telsh dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatn
pekerjaan,

Jasa Kensultansi adalah jass layanan profesional yang membutuhican keghlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olsh pikir.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat
K/L/PD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalsh pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanazn APBN vang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperolech kuasa dan PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tangsung jawab penggunasn anggaran
pada K/L yang bersangkutan,

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanazn APBD yang selanjutnya
disinglat KPA adalah peiabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang dibert kewenangan oleh PA/KPA uniuk mengamml keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluarsn anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalsh PA, KPA_ atau PPK.

Perguruan Tinggi Negeri vang yang selanjutnya disingkat PTN adalah satuan
pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggl yang didirikan dan/stan
diselenggarakan oleh Pemerintah.



112

1.13

1.14

1.15

116

117

1.18

1.1%

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLU/BLUD adalsh instansi di lingkungan Pemerintah
Pusat/Pemerintzh Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pelaksana Swakelola adalah instansi pemerintah yang ditetapkan oleh PA/KPA
sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IT melalui kesepakatan kerja sama pada tzhap
persiapan Swakelole

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyz disebut Penyedia adalah
Pelaku Ussha yang menyediakan baranz/jasa berdasarkan kontrak.

Konirak Pengadasan Barang/Jasa melalui Swakelola yvang selanjutnva
disebut Kontrak adalzh perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan
Konirak dengan Pelaksana Swakelola,

Nilai Kontrak adalah total harga vang tercantum dalam Kontrak,
Hari adalzh hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja

Tim Persiapan adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab
anggaran yvang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan Swakelola.

Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari pegawal K/L/PD lain selaku
Pelaksana Swakelola

Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab
anggaran vang bertugas melakukan pengawasan Swakelola,

Tim Teknis adalah tim atau perorangan vang dibentuk dari unsur
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan
masukan, rekomendasi dan melaksanakean mgas tertentu terhadap sebagian atan
seluruh tahapan swakelola

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalsh cara kepa yang layale, realistis dan
dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjasn dengan tahap
pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pelaksana
Swakelola

Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan
waktu vang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjasn, terdin atas tzhap
pelaksanaan yang disusun secara lopis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlalanya Kontrak ini terhitung sejak

tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tangpal selesainya pekerjaan dan
terpenuhinya seluruh hal dan kewajiban Para Pihalc

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja vang
sama dengan tanggal penandatangan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan
dalam Konirak.



126 Tanggal Penvelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, vang

dinyatakan dalam berita acara sergh terima hasil pekejaan yang ditandatangani
oleh Pejzbat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola

127 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang

disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukan
urttuk pelaksanaan pekerjaan berdasarken Kontrak,

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanasn pekerjaan Swakelola tetapi tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrek lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian,

3. Bahasa dan Hukum

3.1

3.2

Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4, Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1

432

4.3

4.4

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan

tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a  berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cera apapun,
untuk memenuh: keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. membuat danfatan menyampaikan dokumen dan/atan keteranpan
palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/stau

¢, melakukan korupsi, kolusi dan/atan nepotisme dalam penyelencoaraan
Swakelola.

Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagsimana
dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan sanksi pemutusan Konirak.

Pengenaan sanksi sehagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Pegjabat Penandatangan Kontrak atan Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam
penipuen, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondeasi

Semua pemberitshuan, permohonan, persstujuan, dan/atan korespondensi lainnya
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahaesa Indonesia, dan
dianggap telsh diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah
disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK.



6. Wakil Sah Para Pihak

Setigp tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen vang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak
ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

7. Perpajakan

Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
semua pajak, bea, retribust, dan pungutan lgin yang ssh yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah
termasuk dalam nilai Kontrak.

8. Pengalihan

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

B. Pelaksanaan Kontrak

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

9.1.

9.2

Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tangpal penandatanganan Kontrak atan pada
tenggal yvang ditetapkan dalam SSKK

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentuksn dalam
SSKK

10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatanzan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksansan pekerjasn
sebagaimena tercantum dalam SSKK.

11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukan ke dalam
Kontrak untuk dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.

12. Perscnel dan/atau Peralatan

12.1

122

123

124

Personel dan/stau peralatan yang ditempatkan harus sesual dengan vang
tercantum dalam KAK dan Proposal.

Penggantian Personel tidak boleh dilekukan kecuali atas persetujuan tertulis
Pgjabat Penandatangan Kontrak.

Pengeantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan
permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
alasan pengzaniian.

Pgjebat Penandatengan Konirsk dapat menilaa dan  menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.



12.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila
menilai bahwa Personel:
& thdak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
¢. mengabaikan pekerjaan vang menjadi tugasnya

126 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Pelaksana Swakelola
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari Personel yang digantiken tanpa biaya tambahan apapun dalem
waktu 7 (tujuh) hari sejek diminta oleh Pgjabat Penandatangan Kontrak.

12.7 Personel berkewsjiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya,

128 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga shli yang berasal dari luar Pelaksana

Swakelola, jumlah tenaga zhli paling banyak 10% (sepuluh persen) dan jumlah
Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlizh 1 (satu) orang,

13. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dibantu oleh Tim Pengawas.

132 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga
profesional.

133 Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

134 Tim Tekms berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan
Pelaksana Swakelola,

13.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas selalu bertindak untuk
kepentingan Pejabat Penandstangan Kentrak.

13.6 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanskan semua rekomendas:
Tim Pengawas yang sesua dengan kewsnangan Tim Pengawas dalam Kontrak
ini dan saran atau rekomendasi dan Tim Tekms,

14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

14,1 Kecuali Kontrak diputus lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewsjiban
menyelesatkan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada kiausul 9.2

142 Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14.1 adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjasn,

C. Penyelesaian Kontrak
15. Serah Terima Pekerjaan
15,1 BSetelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara

tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil
pekerjaan.



15.2 Serzh terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK

153 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pénandatangan Kontrak melakukan
pemenksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pengawas
dan/atay Tim Teknis,

154 Pemeriksaan hasil pekegaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan
vang disershterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

15.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil
pekerjaan  dan/atau  dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan
membandingkan kesesuaiannys dengan Kontrak.

156 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serzh terima pekerjaan jika hasil

pekerjasn dan/atan dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan
Kontrak.

15.7 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrgk menolgk serah terima pekerjaan
maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Tenima dan segera memerintahkan
kepada Pelaksana Swakelola untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.

15.8 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memeriukan keahlian khusus maka sebelum
peleksanaan serah terima pekenasan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk
melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan
termasuk dalam Nilai Konirak.

159 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan yang diserahterimekan sesuai dengan Kontrak.

15,10 Atas pelaksznaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama
dengan Pelakeana Swakelola

16. Layanan Tambahan

Pelaksana Swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum
dalam SSKK.

D. Perubahan Kontrak
17. Adendum Kontrak
17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

172 Adendum Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanasn dengan gambar dan/atau
spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh
para pihak, meliputi:

a menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kaontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

¢. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau



173

174

17.5

176

177

178

179

d. mengubsh jadwal pelaksanaan.

Selain adendum Kontrek yang diatur pada klausul 172, adendum Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekeming Pelaksana
Swakelola, dan sebagainya.

Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Konirak awal
dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

Perinteh perubshan pekerjaan dibugt oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuen yang tercantum
dalam Kontrak awal

Hasil negosiesi teknis dan harga tersebut dituanskan dalam Berita Acara sebagai
dasar penyusunan adendum Kontrak,

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjancan wakiu pelaksangan dapat
diberikan oleh Pegjabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak
dan wajar untuk hal-hal sebagai benlut:

a Perubahan pekerjaan; dan/atan

b. Keadasn Kahar,

Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat
Keadaan Kshar,

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan
waktu pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan oleh
Pelzksana Swakelola.

17.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menugaskan Tim Pengawas dan/atau Tim

Teknis untuk mereviu kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

1711 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanasn Kontrak dituangkan dalam

adendum Kontrak,

18. Keadasn Kahar

18.1

182

Yang dimaksud Keadaan Kabar dalam Kontrak ini adalsh suatu keadasn yang
terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidek dapat
dipenuhi,

Yang temasuk Keadaan Kehar tidak terbatas pada:

Bencana alam;

Bencananon alam,

Bencana sosial,

Pemogokan;

Kebakaran;

Kondisi cuaca ekstrim, dan/atan

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalul keputusan
bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

®Hha po op



183 Apsbila tarjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) Hari
sejak menyadan atau seharusnya menyadari ates kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti.

184 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan
atzu kelalaian Para Pihak.

185 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini zkan dihentikan sementara
hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a  Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah
dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;

b Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatansan Kontrak
memerintzhkan secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola untuk sedapat
mungkin menerusken pekerjaan maka Pelaksana Swakelola berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan vyang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam adendum Kontrak.

186 Kegagalan salsh sat Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan
dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atsu wanprestas jika kegagalan
tersebut diakibatkan olsh keadaan kahar, dan Pihak vang ditimpa Keadaan
Kahar;
a2 telah mengambil semua tindakan vang sepatutnya untuk memenuh
kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak menyadan: atas kejadian
atay Keadaan Kshar, dengan menyertakan salinan pemyataan terjadinya
peristiwa yang menyebabkan terhentinyalterlambatnya pelaksanaan
kontrak.

18.7 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrek dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

188 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar depat bersifat;
g  sementars hinggs Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadasn Kahar tidak memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

182 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tefap mempertimbangkan

efektifitas pekerjaan dan tshun anggaran.
E, Penghentian dan Pemutusan Kontrak
19. Penghentian Kontrak

Penghentian Konfrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kshar sebagamana
dimeksud pada klausul 18,



20. Pemutusan Kontrak

20.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak

202

204

atau pthak Pelaksana Swakelola.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
apabila Pelaksana Swakelola tidak memenuhi kewsajibannnya sesuai ketentuan
dalam Kontrak

Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrek secara sepihak apabila Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewsjibannya sesuai ketentuan dalam
Kontrak,

Pemutusan Kentrak Swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)
Hari setelah Pejabat Penandaiangan Kontrak/Pelaksana Swakelola
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak Swakelola secara

tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Pejabat Penandatangan Kontrak.

21. Pemutusan Konirak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

21.1

212

213

Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini

melalui pembentahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola setelah tefjadinya

hal-hal sebagai berikut:

a  Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang,

b, Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugsan korupsi,

kolusi, dan/atau nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang,

Pelaksana Swakelola dicabut izinnys;

d.  Pelzksana Swakelolz Izlai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu veng telah
ditetapkan; atan

e Berdasarkan penelitan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pelaksana
Swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pelcerjaan

o

Pejabat Penandalangsn Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai
dengan pencapaien prestasi pekerjasn yang telash diteima oleh Pejabat
Penandaiangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak,
seria Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan
Kontrale,

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada
lausul 21.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus
dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola,

22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

22.1

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak melalui
pembenitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:



222

a Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekenaan, dan penintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati
sebagaimana tercanfum dalam SSKEK,

b. Pegabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintsh
pembayaren untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka
waktn yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK,

Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh Pejabat Penandatangen Kontrak ssmpai dengan tanggal
berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjuinya menjadi
milik Pejabat Penandatangan Kontrek.

23. Berakhirnya Kontrak

231

232

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para
pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban pare pihak sebagaimanz dimaksud pada
klausul 23.1 gdalah terkait dengan pembayaran yang scharusnya dilakukan
gkibat dari pelaksanaan Kontrak.

F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola

24, Nilai Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atay berdasarkan hasil
perhitungan akhir,

25, Pembayaran

251

252

253

254

Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak memiliki tanif Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) atau tidak memiliki rekening operasional, pembayaran atas
Kontrak dapat dilakulan kepada rekening kerja sema yang dibuat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran stas Kontrak dilaksanakan secara berighap/sekaligus sebagaimana
dituangkan dalam SSKK

Dalam hal pembayaran secara bertzhap sebagaimana klausul 25.2, jumizah
tshapan dan besaran pada setiap tahap dituanghkan dalam SSKK.

Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumlzah tahapan dan besaran
pencairan memperhatikan risiko dan jengka waktu pekerjaan.



28.

255

PPK dalam kurun wektu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan
petmintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan
benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran (8PP} pada
peiabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

26, Penangguhan Pembayaran

26.1

262

263

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap
tahapan pembayaran jika Pelakssna Swakelola gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya

Pejabat Penandatangan Kontrak secara terfulis memberitahukan kepada
Pelaksana Swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenal penangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola dibeni
kessmpatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Pelaksana Swakelola

Penvelesaian Perselisihan

27. Itikad Baik

27.1

272

273

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan
asas saling percaya vang discsuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam
Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pthak merasa diragiken, maka diupavakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Penyelesaian Perselisthan

281

282

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas
semug perselisinan yang timbul dari atau berhubungen dengan Kontrak ini atay
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjasn Swakelola ini secara
musyawargh dan damai.

Penyelesatan sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang
diselenggarakan oleh LKPP,



H. Lain-Lain
29. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunskan dan menginformasikan
dokumen Kontrak atan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontralk untuk
kepentingan pihek lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak
dar segala tuntutan atan klaim dan pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan
Intelektual.

31. Laporan Hasil Pekerjaan

31.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituvangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

312 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi
pekerjaan.

313 Laporan dibuat oleh Pelaksana Swalkelola, apsbila diperlukan pemenksaan
dilakukan oleh unsur pengewas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

32, Kepemilikan Dokumen

32.1 Semua rancangen, gambar, spesifikasi, desain, laporen, dan dokumen-dokumen
lain yang dipersispkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan milik Pejahat Penandatangan Kontrak.

322 Pelaksana Swakelola berkewsjiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta
daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada
saat sereh terima pekerjaan atau waktu pemuiusan Kontrak.

323 Pelaksanz Swakelola dapal menyimpan 1 (satu) buah selinan tiap dokumen
tersebut di atas dengan batasan pengeunazan diatur dalam SSKK.



Klausul dalam SSUK

5. Korespondensi

6.

Wakil Szh Para
Pihak

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

No.
SS5UK

Pengaturan dalam SSKK

Alamat Para Pihak sebagai berikut-
Satuan Kega Pejabat Penandatangan Kontrak : Komisi

Pemberatasan Kurups:

Nama :  Aida Ratna Zulaiha

Alamat : Gedung Mergh Putth KPK Jalan

Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta
Selatan

Telepon : (021)25578300

Website : wwwkpk.go.id

Faksimili :o-

e-mail : aida zulaiha@kpk go.id

Dean/atau dapat dikirimkan via email kepada wakil seh dan

Pejabat Penandatangan Kontrak

Pelaksana Swakelola:

Nama : Dr. Drs. Hard: Warsono, M.T.

Alamat NPWP : Jalan Prof Soedartn, SH,
Semarang

Alemat Korepondensi : Jalan Prof Soedarno, SH
Semarang

Telepen : (24 - 7465407

Website . www fisip umdip ac id

Faksimili : 024 - 7465405

e-mail - fsip@undip.ac id

Korespodensi juga dapat dilakukan melalui Whatsapp
Group (WAG) yang akan dibuat pada saat pelaksanaan

pekerjaan.
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:

Masagung Dewanto Masagune Dewanto@kpk.go.id
Jermia Djati jermia diati@kpk go.id

Indira Anggraini Zachriyan Indira Zachrivan@kok go.id
Niniek Yuliani Niniek Yuliani@kpk go.id

Asep Syihabuddin Asep Syihabuddin@kpk go id
Kristiyanti Kristivanti@kpk.go.id

Untuk Pelaksana Swakelola
1, Primada Qurrota A, M.A
primada qurrota(@live undip ac.id
2. Djoko Setyabudi, S.8o0s, MM
dsetyabudi{@email.com
3. M. Bayu Widagdo, M1 Kom
u.widacdo ail.

4. Drs. Tandiyo Pradekso, M3c

AL

landivop@yahoo.com
5. 8. Rouli Manalu, PhD

rouli manalu@gmail.com
6. Amida Yusriana, M.I. Kom,

armi i 8 il.



10.

11.

15.

16.

22.

28,

Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

Fasilitas yang
Diberikan
Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Pengadaan
Barang/Jasa
melalui
Penyedia

Serah Terima
Pekerjaan

Layanan
Tambahan

Pemutusan
Kontrak oleh
Pelaksana
Swakelola

Pembayaran

%1

92

12.2

152

221.a

252

7. Yohanes Thianika, MGMC,
thianbudiarsa@email com

Tim Pengawas: Tim Pengawas Swakelola Direktorat Jejaring
Pendidikan sebagai wakil sah PejabatPenandatangan Kontrak

Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 19 September

Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama:
Delapan puluh dua (82) hari kalender, atan Pelaksana Swakelola
harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Kontrak Swakelola
ditandatangani sampai dengan tanggal 09 Desember 2022

Pegjabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:
Tidak ada

Kebutuhan Barang/Jasa vang dilaksanakan oleh Pelaksana
Swakelola antara lain:
Tidak ada

Serah terima dilakukan pada: 09 Desember 2022

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana
Swakelola:
Tidak ada

Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekerjaan paling lama 7 (Tujuh) hari kalender

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pembayaran prestasi p-ekmjaau dilekukan dengan cara:
Sakallgus yang dilengkapi dengan
. Quotation dari pihak pelaksana swakalala

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan

ketentuan penyedia mengajukan tagihan yang dilengkapi dengan

berkas yang terdiri dari :

Perjanjian Asli;

Fotocopy NPWP;

Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai 10.000;

Faktur Pajak dan Setoran Pajak (SSP) disediakan oleh

penyelenggara barang / jasa;

¢. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
Perusahaan:

f Benta Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dan Berita Acara Pembayaran masing-masing 3 (tiga) rangkap;

g. Dokumen lain yang disyaratkan;

apoR



32. Kepemilikan
Deokumen

255

323

h. Pembayaran =kan dilakukan melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharsan Negara Jakarts via transfer ke rekening
Penyedia sebagai berikut :

Rekening atas nama : UNIVERSITAS
DIPONEGORO _PENERIMAAN

MNomor rekening . 7101011123
Bank : BNI
Cabang : UNDIP Semarang

PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 3 (lima) han kerja,
setelah pengaujuan dan pelekssna swakelola.

Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:
Atas 1zin secara tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak



Lampiran | Kontrak Swakelola

Nomor : PRI02/DKM.00/982/09/2022
Nomor : 519/UNT.F7/KS/IX/2022
Tanggal : 19 September 2022
RENCANA ANGGARAN BIAYA
FESTIVAL INTEGRITAS KAMPUS 2022
No Keginian Junilah | Satuan Jumiah Hurga Dokumen Bukii Pengeluaran
(Bp) (Disimpan oleh Pelaksana Swakelola)
A | Biaya Kegiatan
1 | Implementasi Kampanye Sosial 5 Tim 62.500.000 Kuintasi Tanda Terima
2 | Awarding Night ] Paket 12,500,000 Kuitansi Pengeluaran
B | Biayn Administrasi
Zoom, ATK, Pembuatan Proposal dan Laporan, ete | Kampus 2,500,000 Kuitansi Pengeluaran
C | Biaya Personel
1 | Project Manager 1 Orang 3.000.000 KRuitansi Honor, Bukti Potong PPh Pasal 21
2 | Project Officer 4 Orang 8.000.000 [Kuitansi Honor, Bukti Potong PPh Pasal 21
3 | Tim Teknis 2 Orang 2.200.000 Kuitansi honor, Bukti Potong PPh Pasal 21
4 | Tim Administrasi 2 Orang 2.000.000 Kuitansi Honor, Bukti Potong I'Ph Pasal 21
D | Institutional Fee (10%) 1 Paket 10.300.000 | .
Total Biaya 103,000,000
Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak u

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jejaring Pendidikan

RN

Aida Ratna Zulaiha
Direktur Jejaring Pendidikan

alas nama Pelaksana Swakelola

Diponegoro

rdi Warsono, M. T,
1 Sosial dan Timu Poliﬁkkz




